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ABSTRAK

Perdagangan orang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas individu tersebut. Tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk menganalisis tentang (1) Apa saja pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perdagangan orang (2) Apa akibat hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN CBI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Nomorrmatif dengan pendekatan undang-undang dan deskriptif analitis dengan data yang diperoleh dijelaskan dengan menggambarkan masalah hukum yang ada. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian yakni (1) pelaku terbukti secara sah dan bersalah berdasarkan unsur yang dimuat dalam pasal 11 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomormor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (2) pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- dengan ketentuan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan apabila denda tidak dibayar. 
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ABSTRACT

Human trafficking is regulated in Article 1 Paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes (TPPO). Human trafficking is defined as the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring, or receiving a person by using threats of violence, physical violence, kidnapping, confinement, forgery, deception, abuse of power or vulnerable positions, debt bondage, or offering rewards to obtain consent from a person who has control over the individual. The purpose of this research is to analyze (1) what legal considerations are taken by judges in issuing verdicts against human traffickers, and (2) what legal consequences are imposed on the defendant in the criminal act of human trafficking in Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN CBI. The research method used in this study is normative juridical with a statutory approach and descriptive-analytical, with data explained by describing existing legal issues. The results expected from this research are (1) the perpetrator is proven legally and convincingly guilty based on the elements contained in Article 11 in conjunction with Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes, and (2) the perpetrator is sentenced to 4 years in prison and a fine of Rp. 150,000,000, which can be replaced with 3 months of detention if the fine is not paid.
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PENDAHULUAN

Perdagangan mansuia atau human trafficking adalah suatu jenis pelanggaran hak asasi manusia di zaman sekarang dengan berdampak pada kehormatan dan kebebasan individu. Masalah ini telah menjadi sangat penting, terutama karena Indonesia memiliki banyak populasi dan lokasi geografis strategis.
 Sebagian dari kebanyakan korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur. Mereka sering kali terjebak dalam eksploitasi dan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kerja paksa dan eksploitasi seksual.

Konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dibagian pendahuluannya menyatakan bahwa Indonesia didirikan demi mencapai keadilan sosial serta menciptakan perdamaian abadi, tanpa membedakan jenis kelamin. Semua orang memiliki hak yang sama untuk berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak atas perlindungan dan kesejahteraan hidup dijamin sebagai kewajiban fundamental negara, sebagaimana dinyatakan dalam Alinea Keempat dari Pembukaan UUD NRI 1945, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional. Perempuan, sama seperti laki-laki, berhak atas kehidupan yang layak, sehat, dan dengan martabat. Negara, khususnya pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan, melindungi, dan mewujudkan semua hak ini sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jutaan perempuan terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri, dan banyak perempuan, anak-anak, serta orang dewasa di Indonesia menjadi korban perdagangan manusia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang yang berkesinambungan dengan kejahatan perdagangan manusia. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas regulasi tersebut masih rendah, terutama dalam melindungi perempuan.
 Pemerintah telah berkomitmen untuk melawan kejahatan ini melalui Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang mendeskripsikan Perdagangan manusia sebagai bagian perekrutan, pengangkutan dan penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, jeratan utang atau pemberian imbalan atau keuntungan, untuk mendapatkan persetujuan dari individu yang memiliki kontrol atas orang lain tersebut, baik di tingkat nasional ataupun internasional bertujuan untuk eksploitasi atau menyebabkan individu tereksploitasi.

Ada tiga aspek utama dalam definisi perdagangan manusia, yaitu: pertama tindakan, meliputi kegiatan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima korban. Kedua, alat atau metode yang pakai untuk mengendalikan korban, termasuk ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kontrol atas korban. Ketiga, tujuan yang melibatkan eksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti prostitusi, eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, atau pencurian organ.

Kasus ini menarik perhatian penulis untuk membuat jurnal tentang Analisis Yuridis Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN CBI Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang karena fenomena ini merupakan suatu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan berdampak luas pada korban ataupun masyarakat. Penulis ingin mengangkat isu TPPO guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme, dampak, serta upaya pencegahan dan penanganannya yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Selain itu melalui jurnal ini, penulis  berharap dapat mendorong kesadaran publik dan pembuat kebijakan agar memperkuat perlindungan bagi korban serta memperketat penegakan hukum terhadap pelaku TPPO.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis Norrmatif (doctrinal research), yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian pustaka (library research). Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, serta bahan hukum lain yang relevan untuk mendukung penulisan jurnal ini.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan  metode deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh akan dijelaskan dengan menggambarkan permasalahan isu hukum yang ada secara sistematis dan terperinci. Kemudian, data tersebut dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan merujuk pada teori-teori yang relevan. Tipe penelitian ini dipilih karena ingin memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kejahatan perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan yang ditujukan untuk  eksploitasi seksual komersial melalui platform media sosial. Setelah memperoleh pemahaman tersebut diperoleh, penelitian ini melakukan analisis terhadap isu tersebut dengan merujuk pada peraturan yang berlaku serta teori-teori yang berkaitan untuk memahami praktik kejahatan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertimbangan hakim dalam putusan Nomormor 438/Pid.Sus/2020/PN CBI telah sesuai dengan hukum pidana Indonesia 
Sistem hukum pidana Indonesia, hakim memiliki peran krusial sebagai penentu keadilan dengan didasarkan bukan sekedar teks hukum, tetapi juga pada prinsip-prinsip keadilan yang bersifat substantif. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN CBI, pertimbangan tersebut sudah mencerminkan penerapan hukum pidana yang benar, adil, dan sesuai dengan pedoman hukum yang ada di Indonesia.

Hakim secara teliti mengevaluasi elemen-elemen dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, bukan hanya dari aspek formil, tapi dari aspek materil juga. Hakim mempertimbangkan alasan dan tujuan terdakwa, serta dampak tindakannya terhadap korban. metode ini sejalan dengan prinsip keseimbangan antara kesalahan dan akibat, serta tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia, bukan sekadar bersifat retributif, melainkan juga memiliki aspek preventif serta edukatif.

Pendekatan hakim ini mencerminkan prinsip yang mirip dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
. Pelaksanaan hukum terkait kejahatan perdagangan manusia, hakim dituntut untuk memperhatikan aspek hukum nasional dan internasional, hak asasi manusia, serta keadilan sosial
. Pendekatan yang humanis dan integratif tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berlandaskan pada keadilan substantif, bukan hanya pada keadilan prosedural
.

Elemen-elemen yang tercantum dalam pasal 11 Jo Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007  tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan terdakwa telah memenuhi syarat bukti secara sah, dan secara meyakinkan membuktikan kesalahan melakukan delik tersebut. Majelis Hakim memberikan sebuah pertimbangan untuk pelaku agar menyampaikan pertanggungjawaban penegakan hukum. Pertimbangan awal adalah menentukan sanksi  pidana bagi terdakwa sesuai regulasi yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana dinyatakan bahwa setiap individu yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penggunaan kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau metode lainnya untuk tujuan eksploitasi, maka sebelum menghukum terdakwa, perlu dilakukan pertimbangan mengenai keadaan yang dapat memberatkan serta meringankan terdakwa adalah tindakan mereka tidak sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam memberantas tindakan perdagangan manusia dan masalah sosial lainnya. 

Syarat atau ketentuan dalam meringankan dari suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah adanya pengakuan jujur  dari terdakwa terhadap tindakannya, penyesalan yang nyata dari pelaku, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang diperbuat, tidak memiliki catatan hukuman sebelumnya, serta sikap positif yang ditunjukkan selama persidangan. Selanjutnya majelis hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sisi dalam memberikan hukuman kepada terdakwa dengan tujuan bukan hanya untuk membalas tindakan yang dilakukan tetapi juga untuk mendidik dan memberi kesempatan bagi terdakwa untuk menyadari kesalahan agar tidak mengulangi tindakan serupa di masa mendatang. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar, sehingga terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan.

3.2 Akibat hukum pada terdakwa dalam tindak pidana perdagangan manusia menurut putusan Nomormor 438/Pid.Sus/2020/PN CBI 
Akibat hukum dari tindakan terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara  kepada Terdakwa Muhammad Yusup Randi Alias Randi Bin Syaripuloh dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani sebelumnya, serta denda sebesar Rp. 150 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terhitung sejak tanggal penangkapan atau penahanan. Terlepas dari itu, Terdakwa harus tetap ditahan selama proses hukum berlangsung, dan karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah (convicted) serta dipidana, Keputusan ini diambil berdasar ketentuan Pasal 11 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
 tentang Hukum Acara Pidana.

Penjatuhan pidana penjara serta denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dengan pertimbangan bahwa seluruh unsur TPPO telah terpenuhi dan tindakan pelaku telah merugikan korban secara fisik, psikis dan ekonomi. Penerapan sanksi pidana dalam sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana, juga memiliki tujuan yang lebih luas sehingga menimbulkan efek jera.
 Terdapat penekanan pada tanggung jawab pemulihan bagi korban, di mana undang-undang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memerintahkan terdakwa untuk memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Hal ini mengacu kepada prinsip keadilan retributif dan reparatif yang diharapkan dapat memberikan kompensasi bagi korban yang mengalami penderitaan akibat tindakan kriminal.
 Laporan penelitian yang relevan, disebutkan bahwa memberikan ganti rugi kepada korban adalah langkah penting dalam proses rehabilitasi yang diharapkan dapat mengembalikan status sosial mereka sebagai individu yang layak dihormati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan, yaitu: perdagangan manusia secara jelas dilarang dan sudah ada regulasi yang mengatur akan hal tersebut. Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN CBI telah sesuai dengan hukum pidana Indonesia. Hakim menilai seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, termasuk dengan adanya pemufakatan jahat serta keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari eksploitasi korban. Persetujuan dari pihak yang memegang kendali atas korban (misalnya orangtua atau keluarga), hal tersebut tidak dapat menghapuskan unsur pidana perdagangan orang. Penggunaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan prinsip hukum yang memberikan sanksi lebih berat serta relevan dengan perkembangan kejahatan perdagangan orang saat ini. 

Aparat penegak hukum seharusnya undang-undang atau peraturan semakin ditingkatkan untuk penerapan atau pelaksanaannya serta meningkatkan kemampuan  dibidang teknologi informasi guna mengantisipasi dan menindak perdagangan orang dalam bentuk modus baru operasi perdagangan orang yang semakin berkembang di era saat ini. Perlindungan korban harus menjadi prioritas, korban perlu mendapatkan pendampingan hukum, psikologis dan sosial agar dapat pulih dari eksploitasi yang dialami. Penanganan TPPO membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat penegeak hukum, Lembaga sosial dan masyarakat untuk mencegah, mendeteksi dan menindak kasus-kasus perdagangan orang secara komprehensif. 
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